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SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURANBUPATI TANAH DATAR

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan
Pasal 273 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, menjelaskan Perangkat Daerah menyusun rencana
strategis dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada
setelah Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menjelaskan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah
dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 35
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan...
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2021-2026,yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Tanah Datar untuk periode S (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untukperiode 1 (satu) tahun.

9.Program ...
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Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumberdaya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalamsatu program.

Pasal 2

Renstra perangkat daerah Tahun 2021-2026 merupakan
penjabaran dari RPJMD.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. Babl : Pendahuluan;

b. Babll : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. Bablll : Permasalahan dan Isu  Strategis
Perangkat Daerah;

d. BablV : Tujuan dan Sasaran;

e. BabV : Strategi dan Arah Kebijakan;

f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan;

g. Bab VIl : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,
dan

h. Bab VIII : Penutup.

Daftar isi dan wuraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada anggal 4 Oktober 2021

BUPATI TANAH DATAR,
ttd
EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar .
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH*
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

ALA BAGIAN HUKUM
S4KAB. TANAH DATAR,




-
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMO 42 TAHUN 2021

. TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Dinas Kesehatan;
Rumah Sakit Umum Daerah;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup;
Satpol PP dan Damkar;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
Dinas Sosial PPPA;
. Dinas Pangan dan Perikanan;
. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
. Dinas PMD, Pengendalian Pendudukdan KB;
Dinas Perhubungan;
. Dinas Komunikasi dan Informatika;
. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
Dinas Pertanian;
. Sekretariat Daerah;
. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
. Baperlitbang;
. Badan Keuangan Daerabh,;
. BKPSDM; .
. Inspektorat
. Kecamatan X Koto;
Kecamatan Batipuh;
Kecamatan Rambatan;
. Kecamatan Lima Kaum;
. KecamatanTanjungEmas;
. Kecamatan LintauBuo;
. Kecamatan Sungayang;
. Kecamatan Sungai Tarab;
. KecamatanPariangan;
. Kecamatan Salimpaung;
. Kecamatan Padang Ganting;
. Kecamatan Tanjung Baru;
. Kecamatan Lintau Buo Utara;
. Kecamatan Batipuh Selatan.
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BUPATI TANAH DATAR,
ttd
EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
K -’RBABAGIAN HUKUM
KAB TANAH DATAR,
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